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PUTUSAN
Nomor 1108/Pdt.G/2021/PA.Srh
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawabh ini antara:
Penggugat Lahir di Jambur Pulau 09 Mei 1998, Umur 33 Tahun, Agama Islam,
Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, lahir di Citaman Jernih 15 Juni 1986, Umur 35 Tahun, Agama Islam,
Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal
di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Setelah memeriksa alat-alat alat bukti Penggugat;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan
surat gugatannya bertanggal 11 November 2021, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor
1108/Pdt.G/2021/PA.Srh pada tanggal 11 November 2021 yang isinya sebagai
berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Maret 2009
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA,
Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor
176/36/111/2009 dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2009;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya
suami-istri (ba’da dukhul), dan keduanya bertempat tinggal terakhir
dialamat Penggugat tersebut diatas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di
karuniai anak;

4 Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan
harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2021 sampai dengan
pada pada bulan Pebruari 2021 yang di sebabkan:
1.Tergugat malas bekerja dan Tergugat selalu memberikan uang nafkah

yang tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga;
2.Tergugat kurang terima dalam hal mengurus rumah tangga padahal
Penggugat sudah berusaha sebaik mungkin mengurus rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin menajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari 2021
disebabkan Tergugt tetap kurang terima dengan pelayanan Penggugat
dalam hal mengurus rumah tangga, Ketika itu Tergugat marah-marah.
Kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat. Maka sejak saat itu
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, maka selanjutnya hak dan
kewajiban suami isteri sudah tidak lagi terlaksana;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat dan pihak keluarga sudah sering turut serta
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak
berhasil ;
7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi
karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka
Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk
menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan
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mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:
Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku;
Subsidair:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat
telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah
tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya
tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi
dengan mediator bernama Nurhayati Hasibuan,S.H.l, sebagaimana
Penetapan Mediator tanggal 16 November 2021, dan menurut laporan hasil
mediasi tertanggal 16 November 2021 dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi dalam perkara perceraian tidak berhasil,
perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya
tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban
secara lisan, sebagai berikut:

1. Bahwa posita 1-4 Gugatan Penggugat benar;

2. Bahwa posita 5 gugatan Penggugat tidak benar, bahwa pada
bulan Februari tersebut yang pergi emninggalkan rumah kediaman
bersama adalah Tergugat namun karena diusir oleh Penggugat.

3. Bahwa Tergugat keberatan bercerai.
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Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang
pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan Penggugat dan terhadap replik
tersebut Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan
jawaban Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat
telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat

dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Perbaungan Nomor: 176/36/111/2009 dikeluarkan pada tanggal 10 Maret

2009, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya

Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P;

B. Bukti Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai,
sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat bulan Maret tahun
2009;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di
rumah bersama,;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya
rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februri tahun 2021
Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan
perselisihan;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan
memberikan nafkah yang kurang;

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat
dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan
Februari tahun 2021;
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- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak
berhasil;
2. Saksi Il, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan lbu
Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun IV Desa Jambur Pulau
Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai
Tetangga Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat bulan Maret tahun
2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di
rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya
rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februri tahun 2021
Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan
perselisihan;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan
memberikan nafkah yang kurang;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat
dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan
Februari tahun 2021;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak
berhasil;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti,

namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;
Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya

tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang dan telah menempuh
proses mediasi dengan Nurhayati Hasibuan,S.H.I, sebagaimana Penetapan
Mediator tanggal 16 November 2021, dan menurut laporan hasil mediasi
tertanggal 16 November 2021 dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, Majelis Hakim tetap
berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk
membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah
maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi
Hukum Islam;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat
gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat
menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban
yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membenarkan sebagian dalil-dalil
gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 7
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan pernikahan yang sah antara
Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal
dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;
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Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1
sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1
sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah
saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat sejak bulan Februari tahun 2021;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Februari
tahun 2021,

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai, namun
tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk
melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu
tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal
19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya
perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut
di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya
perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada

harapan untuk kembali rukun; dan

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga
perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi
haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut
pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan
jika perkawinan sudah pecah (broken mariage) dengan indikator yang secara
nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri yang saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena sudah berpisah
tempat tinggal sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu hingga sekarang,
Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat indikasi
adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini diketahui,
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sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia
dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh
sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan
Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya
lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas
kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu,
tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu
yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti
perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama pisah tempat tinggal itu
antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan
Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan kembali, namun tidak berhasil,
Majelis Hakim menilai rangkaian fakta-fakta tersebut merupakan akibat adanya
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan
Tergugat. Selain itu, fakta ini juga menunjukkan ketidakwajaran dari rumah
tangga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Oleh
sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran
menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah
terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, sesuai
ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil,
sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak

berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara a quo;
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Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis
Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah
(broken mariage);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang
menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti
retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak
ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri
yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan
cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan
selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas
sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut
dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran
suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan,
ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga
yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan
dalam firman Allah SWT. surat al-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

5] 18a3 55 8353 aSi diss g loeikad ISl akwdl o3 o5 515 OF aill &3
033567 p3al Y A5 s

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia
menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu
sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan
sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang
berpikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo.
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Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat untuk
tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan
tetapi apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan dapat dipastikan
pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan
pihak lainnya. Dengan demikian, perkawinan tersebut dikhawatirkan akan
menimbulkan madharat atau penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua
belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban keduanya sebagai
suami isteri secara baik. Karena itu, sudah sepatutnya dan lebih maslahat jika
ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa
menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan
kebaikan (mashlahah), justru sebaliknya dapat menimbulkan dlarar (bahaya)
mudharat dan mafsadat yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran
antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan
akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh
sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan
(mafsadat) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan
(mashlahah). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

dlaall s LIt 4382 awlaall €55
Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik

kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan
pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, juz
7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil
alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

2330 8lsll @l ¥ Gss el Tals 5l 31 Gadd) 5,801 s Slsls
813ad1 8837 it Flus .liw Vs 5o W aWIs $UE ol al3als Vs Lains
Sl & &358 Bls il lgilb alsE5 A 31 5Bl el O Loplall el

Bl5e5 s ijo.”
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Artinya: “Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri)
bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratan guna
mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga
(suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan
bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh
berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”.
Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan
gugatan kepada Hakim. Jika kemudaratan dan kebenaran
(dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim
menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri
tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut
ditolak™;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada
cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai
suami istri.” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain
dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan
hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk
menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam
perkara a quo adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka
sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara a quo
akan diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu ba'in shughra di atas
sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah
talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas
suaminya meskipun dalam masa iddabh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
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dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat)

terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari selasa, tanggal 14 Desember 2021
Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami
Istigomah Sinaga, S.H.l.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid,
S.H.I.,M.A dan Ghifar Afghany,S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam
sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut dan dibantu Muhammad Rivai,S.H. sebagai Panitera Pengganti

dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Istigomah Sinaga, S.H.l., M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota
dto dto
Fauzan Arrasyid, S.H.l.,M.A Ghifar Afghany,S.Sy.
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Panitera Pengganti

dto

Muhammad Rivai, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp  30.000,00
Biaya proses Rp 60.000,00
Biaya Panggilan Rp  300.000,00
PNBP Panggilan Rp  20.000,00
Hak redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp  10.000,00
Jumlah biaya Perkara Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

a r w NP
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